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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan studi kepustakaan, selain mendapatkan teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi, juga 

memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel 

penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan 

pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berikut 

adalah beberapa penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Aulia Azizah (2025). Dengan Judul “KUALITAS PELAYANAN PADA 

MALL PELAYANAN PUBLIK PADA KABUPATEN TABALONG”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mall Pelayanan Publik Kabupaten 

Tabalong memberikan pelayanan yang sangat memuaskan, dibuktikan 

dengan fasilitas yang memadai, penampilan petugas yang baik, ketepatan 

dalam memberikan pelayanan, dan kesediaan memberikan jaminan biaya. 

Faktor penghambat antara lain beberapa pegawai yang masih tidak disiplin  

waktu  dengan  jam  kerja  dan  ada  beberapa  pelayanan  yang  masih  

lambat  dikarenakan  lalainya pegawai  terhadap jam  kerja  dikantor. Faktor 

pendorong antara lain ketersediaan fasilitas yang memadai, transparansi 

informasi, kemudahan akses dan lokasi yang strategis, responsif terhadap 

masukan dan keluhan, dan  penggunaan  teknologi  informasi  gajih  atau  

tunjangan  dan  jaringan  internet  yang  lancar.  Penulis memberikan  saran  

kepada  mall pelayanan publik agar lebih memperhatikan kedisiplinan  
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pegawai  dalam  memberikan pelayanan  agar  tepat  waktu  sehingga  dapat  

meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  di  Mall Pelayanan Publik Kabupaten 

Tabalong kepada   masyarakat   agar rmemberikan   penilaian   terhadap   

pelayanan   yang   telah   diberikan mall pelayanan publik, dan kepada 

pegawai agar memberikan pelayanan dengan baik dan tepat waktu. 

2. Muhammad Hasbi Salim (2024). Dengan Judul “KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan di Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. 

Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, Kehandalan (reliability) berdasarkan 

indikator tepat waktu dalam pemberian pelayanan baik. Sedangkan 

indikator benar dalam memberi pelayanan baik pula. Kedua, Bukti 

Langsung (tangible) berdasarkan pemberian pelayanan fasilitas cukup 

baik. Adapun penyediaan jumlah pegawai yang melayani juga cukup baik. 

Ketiga, daya tanggap (responsiveness) berdasarkan indikator keinginan 

melayani dengan cepat cukup baik. Keempat, Jaminan (assurance) 

berdasarkan indikator etika dan moral dalam memberikan pelayanan sudah 

baik. Kelima, Empati (empaty) dengan indikator perhatian terhadap 

kebutuhan pelanggan cukup baik. Dan pada indikator memahami 

keinginan pelanggan sudah cukup baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi terdiri dari; Faktor pendukung, antara lain; tersedianya wifi 

yang cukup banyak, rata-rata ruangan ber-AC dan sudah tersedianya Unit 

Layanan Terpadu (ULT) dengan perlengkapannya. Adapun faktor 
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penghambat yaitu; jaringan yang padat dan edaran yang mepet waktunya. 

Disarankan agar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepada 

para pegawainya agar terus meningkatkan kualitas profesional diri dan 

masyarakat hendaknya memanfaatkan kantor ini semaksimal mungkin.  

B. Tinjauan Teoritis 

1. Kualitas 

Kualitas Menurut Pasolong (2022:151) pada dasarnya merupakan 

kata yang mengandung arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat 

digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal 

terhadap persyaratan atau spesifkasinya. Bila persyaratan atau 

spesifikasinya itu terpenuhi artinya kualitas sesuatu hal yang dimaksud 

dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka 

dapat dikatakan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. 

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2018:55), menyatakan 

bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya dimana penilaian pemberian 

pelayanan publik tersebut. 

Secara leksikal kualitas adalah tingkat kesempurnaan dari 

penampilan sesuatu yang sedang diamati. Secara spesifik Gasperz dalam 

Mutiarin (2014:51) menyatakan bahwa kualitas terdiri dari segala sesuatu 

yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Sedangkan Logothetis 

menyatakan kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan 



11 
 

 

pelanggan atau klien serta kemudian memperbaikinya secara 

berkesinambungan. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah derajat atau taraf kesempurnaan yang berhubungan dengan segala 

aspek baik itu jasa, manusia, barang proses ataupun lingkungan. Kualitas 

merupakan penyesuaian terhadap persayaratan atau spesifikasi, dengan kata 

lain apabila sesuai dengan spesifikasi maka kualitas dianggap bagus, begitu 

sebaliknya jika tidak sesuai dengan spesifikasi maka kualitas dianggap 

kurang bagus. Kualitas bersifat dinamis dan selalu diperbaiki dengan tujuan 

untuk memuaskan masyarakat. 

2. Pelayanan Publik 

Menurut Sampara Lukman dalam Hotnier Sipahutar (2018:33), 

pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil 

pekerjaan melayani. 

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi 

Publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh 

perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya setiap 

manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
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pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. la tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan 

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya 

demi mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan bersama sedari awal. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien akan 

mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas, artinya ketika pelayanan 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani 

berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme 

prosedurnya tidak berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi 

pihak pemberi pelayanan juga penerima pelayanan. 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan bahwa pelayanan publik ialah 

”Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara ataupun 

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan". 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, dituliskan bahwa "pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian 
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kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk”. 

Gronroos (dalam Daryanto & Ismanto Setyobudi 2014:135) 

menjelaskan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata, tidak dapat diraba yang terjadi akibat adanya 

interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 

oleh pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut Tjiptono, kualitas pelayanan 

merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau konsumen. Pelayanan dapat 

dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan 

tidak berkualitas atau tidak efisien. 

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik 

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang 

diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian 

dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi 

kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah 

sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik  

(Lewis dan Gilman dalam Hayat 2017:21). 

 

Kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Fitzsimmons dalam Hardiyansyah 

(2018:50) menyatakan bahwa, agar persepsi masyarakat terhadap layanan 

yang diberikan pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya, perlu 

dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara: 
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1) Mengetahui sejauh mana pelanggan yang lari atau pindah kepada 

penyedia layanan lainnya, bagi suatu perusahaan hal tersebut 

sebenarnya merupakan kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks 

pelayanan publik dimana pelayanan dilakukan secara monopolistik 

dimana konsumen tidak bisa memilih, maka kerugiannya bukan 

berpindahnya pelanggan tetapi ketidakpedulian masyarakat akan 

layanan/pembangunan yang dilakukan. 

2) Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan 

dan pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan antara 

pelayanan yang diberikan atau diharapkan pelanggan (expected service) 

dengan pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan (percieved 

service). 

Hardiyansyah (2018) mengemukakan ada lima indikator pelayanan 

publik, yaitu: 

1) Bukti Langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2) Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf, untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan 

5) Empati (Emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Adapun hakikat pelayanan publik antara lain: 

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah dibidang pelayanan publik. 

2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna 

dan berhasil guna. 

3) Mondorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta 

masуarakat dalam setiap langkah pembangunan serta dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 
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Pelayanan publik tentunya pasti memiliki prinsip-prinsip yang 

digunakan sebagai bahan acuan yang harus dipegang teguh. Dalam 

Kepmenpam No. 63 Tahun 2003 dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan 

publik haruslah memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

1) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan 

Mencakup beberapa hal, yakni persyaratan teknis dan administratif 

pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan serta 

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayaanan 

publik dan tata cara pembayaran. 

3) Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4) Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5) Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6) Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung 

lainnya yang memadai. 

8) Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan 

dapat memanfaatkan teknologi. 

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan lainnya. 

Menurut keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1) Prosedur pelayanan 
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Dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

2) Waktu penyelesaian 

Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian 

pelayanan termasuk pengaduan. 

3) Biaya pelayanan 

Tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian 

pelayanan. 

4) Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

5) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Bentuk-bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu: 

1) Pelayanan pemerintahan 

Jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum 

pemerintahan. Seperti pelayanan KTP, SIM. 

2) Pelayanan pembangunan 

Yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

memberikan fasilitas kepada masyarakat. Contohnya pelayanan 

penyediaan jalan dan jembatan. 

3)  Pelayanan utilitas 

Jenis pelayanan yang seperti penyediaan listik, air. 

4) Pelayanan sandang, pangan, dan papan. 

5) Pelayanan kemasyarakatat 

Dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan kepada Kegiatan 

Sosial Kemasyarakatan. 
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Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umun 

adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik atau umum. Senada dengan pelayanan publik adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan publik yang 

diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi hanyak hal yang 

menyangkut semua kebutuhan masyarakat. 

3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Parasuraman et al, (Rahayu, Juwono, & Rahmawati, 

2020:172) kualitas pelayanan adalah suatu perbedaan antara harapan 

pengguna layanan dan pelayanan yang dirasakan atau dialami. Apabila 

harapan dari pengguna layanannya lebih besar dari pada kinerja layanan 

yang dirasakan, perceived qualitynya lebih rendah dibandingkan dengan 

kepuasan sehingga mengakibatkan ketidakpuasan bagi pengguna 

layanan. 

Menurut Stanton (Saleh, 2021:117) Kualitas pelayanan adalah 

tingkat baik buruknya kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara 

tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat intangible, merupakan 

pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk 

atau jasa lainnya. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau tidak 

perlu dipergunakan penggunaan benda nyata (tangible). Akan tetapi, 



18 
 

 

sekalipun penggunaan benda itu perlu. namun tidak terdapat adanya 

pemindahan hak milik atas benda tersebut. 

Albrecht dan Zemke (Mutiarin, 2014:58) menyatakan kualitas 

pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari empat aspek, yaitu 

sistem pelayanan, sumber daya manusia, strategi pelayanan dan 

pelanggan. Sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berorientasi pada pelayanan, strategi pelayanan yang 

tepat, serta kesesuaian jenis, prosedur, mekanisme pelayanan dengan 

pelanggan akan menghasilkan kualitas yang tinggi. 

Berdasarkan penjelasan mengenai kualitas pelayanan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan usaha 

untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, 

jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta 

keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan 

dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. 

Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan 

pelanggan dan memuaskan kebutuhan kebutuhan mereka. Namun, 

demikian meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, tidak 

berarti bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus 

menuruti semua keinginan konsumen. 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik  

Menurut Zeithaml (Rahayu, Juwono, & Rahmawati, 2020:174) 

mengembangkan suatu model yang dinamakan service quality gap, 

yaitu expected service dan preceived services ke dalam suatu instrumen 
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dengan skala pengukuran 10 dimensi yang dinamakan SERVQUAL 

sebagaimana berikut ini: 

1. Tangibles : dimensi ini merupakan suatu hal yang dapat terlihat 

dengan jelas dalam suatu pelayanan, terdiri atas fasilitas fisik seperti 

gedung, dan ruangan, peralatan, dan sumber daya manusia. 

2.  Reliability : dimensi ini merupakan kecakapan unit pelayanan 

dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness atau tanggap: merupakan dimensi yang berupa suatu 

kemauan untuk membantu konsumen. 

4. Competence : merupakan tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. 

5. Courtesy atau ramah : dimensi ini merupakan sikap atau perilaku 

ramah, dan bersahabat. 

6. Credibility atau dapat dipercaya : merupakan sikap jujur dalam 

setiap upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

7.  Feel Secure atau merasa aman terhadap jasa yang diberikan. 

8. Access atau kemudahan: terdapat kemudahan untuk mengadakan 

kontak dan pendekatan. 

9. Communication, atau komunikasi: pemberi pelayanan harus 

mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan dan 

kesediaan u ntuk menyampaikan informasi baru. 

10. Understanding the customer atau memahami pelanggan: pemberi 

pelayanan harus selalu berusaha untuk mengetahui kebutuhan 

pelanggan. 
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Kualitas pelayanan publik diukur berdasarkan kesenjangan 

antara pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan 

yang dirasakan (perceived service) oleh pengguna jasa, menggunakan 

10 dimensi yang disebut SERVQUAL. Dimensi-dimensi tersebut 

mencakup aspek fisik (Tangibles), kemampuan dan kehandalan 

penyedia layanan (Reliability, Competence), sikap dan perilaku 

(Responsiveness, Courtesy, Credibility), rasa aman dan kemudahan 

(Feel Secure, Access), serta komunikasi dan pemahaman kebutuhan 

pelanggan (Communication, Understanding the customer). Secara 

keseluruhan, dimensi ini menegaskan bahwa pelayanan berkualitas 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek hubungan 

interpersonal, kepercayaan, dan kepedulian terhadap kebutuhan spesifik 

pengguna jasa. 

c. Faktor-Faktor yang Menghambat Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. Adanya citra organisasi yang baik, maka 

segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik. Faktor utama 

yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya 

peranan manusia (Pegawai) yang melayani masyarakat merupakan 

faktor utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat 

berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 

  Menurut Hardiyansyah (2018:80), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik , antara lain: 
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1) Motivasi kerja aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publik. 

2) Pengawasan masyarakat yang meliputi komunikasi dan nilai 

masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. 

3) Perilaku birokrasi sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap 

kualitas layanan. 

4) Implementasi kebijakan pelayanan terpadu berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan sipil. 

5) Perilaku birokrasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan publik. 

6) Kinerja birokrasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas pelayanan 

publik. 

7) Kontrol sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

efektifitas pelayanan civil. 

8) Implementasi kebijakan tata ruang mempunyai hubungan korelasi 

yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. 

9) Terdapat pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

10) Perilaku aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

layanan publik. 

11) Motivasi kerja aparat yang meliputi dimensi kebutuhan, 

pengharapan, insentif dan keadilan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas pelayanan publik. 
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12) Kemampuan aparatur memberikan pengaruh lebih besar daripada 

perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan. 

13) Pengalaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas pelayanan. 

14) Tanggung jawab memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan. 

15) Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. 

16) Kemampuan aparatur, budaya organisasi dan kebijakan yang 

mendukung menjadi variabel utama yang mempengaruhi kinerja 

pelayanan publik sedangkan variabel motivasi menjadi faktor 

proaktif dan dinamisator bagi peningkatan kinerja pelayanan publik. 

17) Iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi berpengaruh 

positif terhadap pelaksanaan pelayanan publik; dan pelaksanaan 

pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepuasan 

masyarakat. 

18) Restrukturisasi organisasi badan usaha milik daerah memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pelayanan. 

19) Perencanaan fasilitas baik secara parsial maupun simultan 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. 

20) Perubahan radikal, restrukturisasi, pemanfaatan teknologi informasi 

dan efesiensi pelayanan mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 
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21) Pemberdayaan aparatur birokrasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas pelayanan. 

22) Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan 

secara signifikan ditentukan oleh dimensi pemimpin, pengikut dan 

situasi. 

Hardiyansyah (2018:82) mengemukakan ada beberapa faktor 

dominan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor 

dominan tersebut adalah: (1) Motivasi kerja birokrasi dan aparatur, (2) 

Kemampuan aparatur, (3) Pengawasan / control sosial; (4) Perilaku 

birokrasi/aparatur; (5) Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi serta 

iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi; dan (6) 

Restrukturisasi organisasi. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan SD 

a. Pengertian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu 

perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah daerah yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Instansi ini 

berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengatur, mengelola, membina, serta mengawasi berbagai program dan 

kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelestarian kebudayaan 

di wilayahnya. 

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki 

peran dalam melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga 
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kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, serta 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. 

Melalui berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, dinas ini 

diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, 

merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Di bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

berperan dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai 

budaya yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai 

kegiatan seperti pembinaan seni dan budaya, pelestarian tradisi daerah, 

pengelolaan warisan budaya, serta penyelenggaraan kegiatan 

kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut bertujuan 

untuk menjaga identitas dan kekayaan budaya daerah agar tetap lestari 

serta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. 

b. Pengertian Bidang Pembinaan SD 

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu 

bagian atau unit kerja yang terdapat di dalam struktur organisasi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam mengelola, membina, serta mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Bidang ini berperan penting 

dalam memastikan bahwa proses pendidikan pada tingkat dasar dapat 

berjalan dengan baik, efektif, serta sesuai dengan kebijakan dan standar 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Secara umum, Bidang SD bertugas merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang 
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berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, khususnya pada 

tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan terhadap 

sekolah, tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan agar mampu 

menjalankan tugasnya secara profesional dalam memberikan layanan 

pendidikan kepada peserta didik. 

Selain itu, Bidang SD juga memiliki peran dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, serta 

pengelolaan administrasi di sekolah dasar. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap sekolah dapat memberikan pelayanan 

pendidikan yang berkualitas serta mampu mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

c. Tugas Bidang Pembinaan SD 

1) Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan program kegiatan SD; 

2) Pembinaan dan pengembangan kurikulum serta sistem pengujian 

SD; 

3) Pembinaan dan penyiapan bahan perencanaan bantuan pengadaan 

peralatan, bahan pelajaran dan alat bantu pelajaran SD; 

4) Penyiapan sarana prasarana, pengelolaan data dan aset SD; 

5) Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan SD 

dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan 

kesiswaan; 

6) Pelaksanaan evaluasi kinerja sekolah; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Una Sekaran dalam Sugiyono (2022:60) mengemukakan bahwa 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Kualitas Pelayanan 

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut kerangka pemikiran: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Kualitas Pelayanan 

 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kualitas Pelayanan Hardiyansyah (2018) : 

1. Bukti Langsung (Tangible) 

2. Keandalan (Reliability) 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Emphaty) 

 

 

Fenomena masalah:  

1. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian 

dalam pengoperasian dan pendampingan 

aplikasi ARKAS pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, khususnya pada Bidang 

Pembinaan Sekolah Dasar (SD). 

2. Kehadiran pegawai di tempat kerja 

terkadang tidak konsisten.  

3. Komunikasi antara pegawai pelayanan 

dengan pihak sekolah masih belum 

berjalan secara maksimal.  

 

 

 

 

Faktor-Faktor Yang Memerngaruhi Kualitas Pelayanan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 

(SD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kualitas Pelayanan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 


